
Drs. Bambang Wisnu Handoyo 
DPPKA DIY 

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 
PEMERINTAH DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 



Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

KEUANGAN DAERAH 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, & 
pengawasan keuangan daerah. 

Pasal 1 PP 58/2005 



KEUANGAN DAERAH 

(PP No 58/2005) 

semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang 

AZAZ UMUM APBD 

1. Disusun sesuai penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka 
Mewujudkan Pelayanan Kepada 
Masyarakat 

3. Mempunyai fungsi Otorisasi, 
perencanaan, pengawasan, alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi 

4. Ditetapkan dengan PERDA 

APBD 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH 



• bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung 
dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan Tertib 

• bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Taat 

• merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau 
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisien 

• merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat 
harga yang terendah. Ekonomis 

• merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan 
cara membandingkan keluaran dengan hasil Efektif 

• merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah Transparan 

• merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Bertanggung jawab 

• keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan 
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif Keadilan 

• tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional Kepatutan 

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan 

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH 
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Kesimpulan : 

Mulai tahun 2006 Diperkenalkan Target 
Kinerja 

 Fokus pada hasil dan dampak  

 Fokus pada pengukuran Prestasi Kerja 

 Tertintegrasi dengan proses dan biaya input 

 Memperkenalkan keuangan tahun jamak. 

 Terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi 

 Sangat fleksibel dan lebih terdesentralisasi 
# Target Kinerja Lebih Tertata # 



ARAH YANG MAU DITUJU 
(sebagai pelayan masyarakat) 



TUJUAN : 
UMUM 
• MELINDUNGI 

SEGENAP BANGSA 
• MEMAJUKAN 

KESEJAHTERAAN 
UMUM 

• MENCERDASKAN 
KEHIDUPAN BANGSA 

• IKUT SERTA  
MELAKSANAKAN 
KETERTIBAN DUNIA 

KHUSUS 
• MENINGKATKAN 

PELAYANAN PUBLIK 
• MEMPERCEPAT 

TERWUJUDNYA 
KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT 

• SARANA PENDIDIKAN 
POLITIK TINGKAT 
LOKAL 



STRUKTUR APBD 

1. PENDAPATAN 
 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 
 1.2. DANA PERIMBANGAN 
 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
 
2. BELANJA 
 2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 
 2.2. BELANJA LANGSUNG 
 
3. PEMBIAYAAN 
 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 
 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 



GAMBARAN UMUM APBD PEMDA DIY 
TAHUN ANGGARAN 2016 

1 2 3 4 5

1. PENDAPATAN 3.905.666.302.867,80 3.899.053.938.697,08 (6.612.364.170,72)

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.643.358.958.571,80 1.673.610.149.905,08 30.251.191.333,28

1.2. DANA PERIMBANGAN 1.732.575.255.000,00 1.697.108.535.480,00 (35.466.719.520,00)

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 529.732.089.296,00 528.335.253.312,00 (1.396.835.984,00)

JUMLAH PENDAPATAN 3.905.666.302.867,80 3.899.053.938.697,08 (6.612.364.170,72)

2. BELANJA

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.077.792.555.106,60 1.998.595.549.413,17 (79.197.005.693,43)

2.2. BELANJA LANGSUNG 1.962.056.175.779,00 1.849.367.416.433,55 (112.688.759.345,45)

JUMLAH BELANJA 4.039.848.730.885,60 3.847.962.965.846,72 (191.885.765.038,88)

SURPLUS/(DEFISIT) (134.182.428.017,80) 51.090.972.850,36 185.273.400.868,16

3. PEMBIAYAAN

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 364.682.428.017,80 370.879.687.992,80 6.197.259.975,00

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 230.500.000.000,00 230.000.000.000,00 (500.000.000,00)

PEMBIAYAAN NETO 134.182.428.017,80 140.879.687.992,80 6.697.259.975,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN (SILPA)

0,00 191.970.660.843,16 191.970.660.843,16

LRA

Tahun 2016

(unaudited)

Lebih/(Kurang)
APBD

Tahun 2016

Nomor

Urut
Uraian







KINERJA APBD (26 JANUARI 2017) 

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD 









 Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan 
antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

 Kesiapan SDM dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana 
belanja dan kegiatan yang diprioritaskan. 

 Orientasi sebagian program dan kegiatan masih parsial sehingga 
kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang 
ditimbulkan. 

 Ketidakpastian  pelaksanaan transfer pusat ke daerah. 
 Regulasi urusan Keistimewaan, kesiapan pelaksanaan kegiatan di 

kabupaten/kota terkait dengan pengambilan keputusan dan pola 
koordinasi, serta belum ada pembatasan waktu verifikasi laporan 
kinerja. 

 Regulasi Pemerintah (Pengaturan Hibah, Pengaturan Pengadaan 
Barang dan Jasa, Juklak dan Juknis serta Mekanisme Transfer) 

KENDALA-KENDALA REALISASI APBD 



Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

 Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah. 
 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 
 Peningkatan koordinasi kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait 

dengan pengelolaan  
 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. 
 Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. 
 Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah. 
 Penungkatan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan 

pendapatan daerah. 
 Peningkatan sinergitas dan koordinasi Pendapatan Asli Daerah dengan 

pemerintah pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait. 
 Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah. 
 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan 

daerah dengan memnfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi 
informasi. 



GAMBARAN UMUM APBD TA 2017 

1 2 3

1. PENDAPATAN 4.988.379.317.714,63

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.657.147.882.128,63

1.2. DANA PERIMBANGAN 2.461.741.043.739,00

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 869.490.391.847,00

JUMLAH PENDAPATAN 4.988.379.317.714,63

2. BELANJA

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.779.012.765.965,93

2.2. BELANJA LANGSUNG 2.421.373.245.035,50

JUMLAH BELANJA 5.200.386.011.001,43

SURPLUS/(DEFISIT) (212.006.693.286,80)

3. PEMBIAYAAN

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 216.006.693.286,80

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 212.006.693.286,80

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN (SILPA)

0,00

APBD

Tahun 2017

Nomor

Urut
Uraian









KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG 
APBD TA 2017 



KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG 
APBD TA 2017 











Perkembangan Pendapatan Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI 

DAERAH
DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

APBD-P 2014 3.155.760.939.182,27 1.342.290.475.580,27 1.046.227.488.649,00 767.242.974.953,00

APBD-P 2015 3.357.761.886.230,77 1.518.860.030.656,77 1.056.608.866.160,00 782.292.989.414,00

APBD-P 2016 3.905.666.302.867,80 1.643.358.958.571,80 1.732.575.255.000,00 529.732.089.296,00

APBD Murni 

2017

4.988.379.317.714,63 1.657.147.882.128,63 2.461.741.043.739,00 869.490.391.847,00

0,00

1.000.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

3.000.000.000.000,00

4.000.000.000.000,00

5.000.000.000.000,00

6.000.000.000.000,00

APBD-P 2014 APBD-P 2015 APBD-P 2016 APBD Murni
2017

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH

Terdapat peningkatan Dana Perimbangan sebesar Rp729.165.788.739 (42,09%),  

LLPDyS sebesar Rp 339.758.302.551 (64,14%) 

 sedangkan kenaikan PAD sebesar Rp13.788.923.556,83(0,84%)  

pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 



Perkembangan Belanja Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 

BELANJA DAERAH 

BELANJA
BELANJA TIDAK 

LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

APBD 2014 3.466.745.462.269,77 1.663.950.552.723,10 1.802.794.909.546,67

APBD 2015 3.806.092.624.463,02 1.875.147.190.222,67 1.930.945.434.240,35

APBD 2016 4.039.848.730.885,60 2.077.792.555.106,60 1.962.056.175.779,00

APBD 2017 5.200.386.011.001,43 2.779.012.765.965,93 2.421.373.245.035,50

0,00

1.000.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

3.000.000.000.000,00

4.000.000.000.000,00

5.000.000.000.000,00

6.000.000.000.000,00

APBD 2014 APBD 2015 APBD 2016 APBD 2017

BELANJA

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

Tahun 2017 dibandingkan tahun 2016: Keseluruhan Belanja meningkat Rp116.0537.280.115,83 (28,73%)  

dengan rincian 

• Belanja Tidak Langsung sebesar Rp701.220.210.859,33 (33,75%)   

• Belanja Langsung sebesar Rp459.317.069.256,50 ( 23,41%) 



PENDAPATAN DAERAH 

Perkembangan Pendapatan Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 

(Dalam Persen) 

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI 

DAERAH
DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH

APBD 2014 - 2015 6,40% 13,15% 0,99% 1,96%

APBD 2015 - 2016 16,32% 8,20% 63,98% -32,28%

APBD 2016 - 2017 27,72% 0,84% 42,09% 64,14%

0,99%

63,98%

42,09%
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PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH



BELANJA
BELANJA TIDAK 

LANGSUNG

BELANJA 

LANGSUNG

APBD 2014 - 2015 9,79% 12,69% 7,11%

APBD 2015 - 2016 6,14% 10,81% 1,61%

APBD 2016 - 2017 28,73% 33,75% 23,41%

12,69% 10,81%

33,75%
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6,14%

28,73%

7,11%
1,61%

23,41%
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BELANJA

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

BELANJA
LANGSUNG

Perkembangan Belanja Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 

(Dalam Persen) 

BELANJA DAERAH 



PENDAPATAN DAERAH BELANJA

APBD 2014 - 2015 6,40% 9,79%

APBD 2015 - 2016 16,32% 6,14%

APBD 2016 - 2017 27,72% 28,73%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

APBD 2014 -
2015

APBD 2015 -
2016

APBD 2016 -
2017

PENDAPATAN
DAERAH

BELANJA

Perbandingan Perkembangan  

Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2014 – 2017 

(Dalam Persen) 

• Pada tahun 2014 – 2015 kenaikan pendapatan lebih kecil dibandingkan kenaikan belanja 

sebesar 3,39% 

• Pada tahun 2015 – 2016 kenaikan belanja menurun dibandingkan tahun 2014 - 2015 



Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah   

Tahun 2014 – 2017 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN DAERAH 

(PD)

RASIO

PAD: PENDAPATAN 

DAERAH

APBD 2014 1.342.290.475.580,27 3.155.760.939.182,27 42,53%

APBD 2015 1.518.860.030.656,77 3.357.761.886.230,77 45,23%

APBD 2016 1.643.358.958.571,80 3.905.666.302.867,80 42,08%

APBD 2017 1.657.147.882.128,63 4.988.379.317.714,63 33,22%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

APBD 2014 APBD 2015 APBD 2016 APBD 2017

42,53% 45,23% 42,08%

33,22%

RASIO
PAD: PENDAPATAN DAERAH

RASIO
PAD: PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah meningkat pada Tahun 2017 dikarenakan terjadi peningkatan Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah lebih signifikan dibandingkan 

peningkatan PAD, sehingga Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah tahun 2017 menurun 

8,86% dibanding tahun 2016 



Perbandingan Pendapatan Asli Daerah  

dengan Belanja Pegawai (pada Belanja Tidak Langsung)   

Tahun 2014 – 2017 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH

BELANJA PEGAWAI

(BTL)

RASIO 

PAD: BELANJA PEGAWAI

APBD 2014 1.342.290.475.580,27 523.308.261.027,25 256,50%

APBD 2015 1.518.860.030.656,77 554.645.445.603,00 273,84%

APBD 2016 1.643.358.958.571,80 586.441.600.516,37 280,23%

APBD 2017 1.657.147.882.128,63 1.316.547.064.995,93 125,87%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

APBD 2014 APBD 2015 APBD 2016 APBD 2017

256,50% 273,84% 280,23%

125,87%

RASIO 
PAD: BELANJA PEGAWAI

RASIO
PAD: BELANJA PEGAWAI

Peningkatan Belanja Pegawai Tahun 2017 cukup signifikan, salah satunya  

disebabkan pengalihan kewenangan.  

Rasio PAD:Belanja Pegawai tahun 2017 menurun 154,36 % dibanding tahun 2016 



Perbandingan Pendapatan Asli Daerah  

dengan Belanja Langsung 

Tahun 2014 – 2017 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH
BELANJA LANGSUNG

RASIO 

PAD: BELANJA 

LANGSUNG

APBD 2014 1.342.290.475.580,27 1.802.794.909.546,67 74,46%

APBD 2015 1.518.860.030.656,77 1.930.945.434.240,35 78,66%

APBD 2016 1.643.358.958.571,80 1.962.056.175.779,00 83,76%

APBD 2017 1.657.147.882.128,63 2.421.373.245.035,50 68,44%
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PAD: BELANJA LANGSUNG

RASIO
PAD: BELANJA LANGSUNG

Kemampuan PAD terhadap Belanja Langsung Tahun 2017, turun 15,32% 

dibanding Tahun 2016 



Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja APBD  

Tahun 2014 – 2017 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH
BELANJA

RASIO

PAD:BELANJA

APBD 2014 1.342.290.475.580,27 3.466.745.462.269,77 38,72%

APBD 2015 1.518.860.030.656,77 3.806.092.624.463,02 39,91%

APBD 2016 1.643.358.958.571,80 4.039.848.730.885,60 40,68%

APBD 2017 1.657.147.882.128,63 5.200.386.011.001,43 31,87%
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PAD:BELANJA
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PAD:BELANJA

Kemampuan PAD Terhadap Belanja APBD Tahun 2017  

turun 8,81% dibanding tahun 2016 



Perbandingan PENDAPATAN ASLI DAERAH terhadap: 
 
1. APBD (2016) = 40,68% 
 APBD (2017) = 31,87% 
  Kemampuan PAD terhadap APBD Tahun 2017, turun 8,81% dibanding Tahun 2016 
 
2. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai (2016) = 280,23% 
 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai (2017) = 125,87% 
  Kemampuan PAD terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2017, turun 

154,36% dibanding Tahun 2016 
 
3. Belanja Tidak Langsung (Di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai) (2016) = 

110,19% 
  Belanja Tidak Langsung (Di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai) (2017) = 

113,31% 
  Kemampuan PAD terhadap Belanja Tidak Langsung (Di luar Belanja Gaji dan 

Tunjangan Pegawai) Tahun 2017, naik 3,12% dibanding Tahun 2016 
 
4. Belanja Langsung (2016) = 83,76% 
 Belanja Langsung (2017) = 68,44% 
  Kemampuan PAD terhadap Belanja Langsung Tahun 2017, turun 15,32% dibanding 

Tahun 2016 



BELANJA LANGSUNG 1.802.794.909.547  1.930.945.434.240  1.962.056.175.779  2.421.373.245.036  

BELANJA PEGAWAI 119.273.305.603    139.328.480.233    144.668.401.677    185.780.385.232    

BELANJA BARANG DAN JASA 1.099.717.364.860  1.059.085.052.193  954.771.140.045    1.195.029.682.728  

BELANJA MODAL 583.804.239.084    732.531.901.814    862.616.634.057    1.040.563.177.076  

APBD

Tahun 2014

APBD

Tahun 2015

APBD

Tahun 2016

APBD

Tahun 2017

 -

 500.000.000.000
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 2.500.000.000.000

 3.000.000.000.000
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APBD
Tahun 2017
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BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

Perbandingan Jenis Belanja APBD  

Tahun 2014 – 2017 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 



KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA  
APBN 2017: DANA PERIMBANGAN 

DANA ALOKASI UMUM (DAU) 

DITINGKAT-
KAN DAN 

DIDORONG 
SEOPTIMAL 
MUNGKIN 

UNTUK 
PENINGKAT-
AN KUALITAS 

LAYANAN 
PUBLIK 

ALOKASI 
MEMPERHI-
TUNGKAN 

PENGALIHAN 
URUSAN SMA/ 
SMK/URUSAN 

LAIN 

PERLU 
REKONSILIASI 
DATA LEBIH 

CERMAT UTK 
PERHITUNG-

AN APBDP 
2017 

PAGU DAU NASIONAL TIDAK 
BERSIFAT FINAL ATAU DAPAT 

BERUBAH SESUAI PERUBAHAN 
PDN NETO 
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• Peningkatan Pendapatan? 
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• Pengurangan Belanja atau Efisiensi Belanja 
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PROYEKSI RAPBD 2018 

Pendapatan 

PENDAPATAN 4.805.557.720.391,33  

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.680.234.724.613,93  

Pendapatan Pajak Daerah 1.503.975.049.534,30  

Pendapatan Retribusi Daerah 35.567.049.740,00        

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 75.639.486.244,44        

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65.053.139.095,19        

DANA PERIMBANGAN 2.274.397.213.000,00  

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 129.055.112.000,00      

Dana Alokasi Umum 1.312.215.989.000,00  

Dana Alokasi Khusus 833.126.112.000,00      

- DAK Fisik -                                          

- DAK Non Fisik 833.126.112.000,00      

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 850.925.782.777,40      

Pendapatan Hibah 14.827.192.847,00        

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 800.000.000.000,00      

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya 36.098.589.930,40        

JUMLAH PENDAPATAN 4.805.557.720.391,33  

U R A I A N TAHUN 2018



PROYEKSI RAPBD 2018 

Belanja 

BELANJA 4.961.472.593.254,56  

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.661.925.919.716,89  

Belanja Pegawai 1.449.101.300.010,00  

Belanja Bunga 10.079.680.787,00        

Belanja Subsidi 77.000.000.000,00        

Belanja Hibah 487.880.200.000,00      

Belanja Bansos 1.000.000.000,00           

Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota 621.864.738.919,89      

Bantuan Keuangan -                                          

Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00        

BELANJA LANGSUNG 2.299.546.673.537,67  

JUMLAH BELANJA 4.961.472.593.254,56  

SURPLUS/( DEFISIT) (155.914.872.863,23)    

-3,24%

U R A I A N TAHUN 2018



PROYEKSI RAPBD 2018 

Pembiayaan 

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 355.164.872.863,23      

SILPA 85.164.872.863,23        

Pencairan Dana Cadangan -                                          

Hasil Penjualan -                                          

Penerimaan Pinjaman Daerah 270.000.000.000,00      

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -                                          

Penerimaan Piutang Daerah -                                          

Penerimaan Kembali Investasi Dana -                                          

Penerimaan dari Penyusutan -                                          

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 355.164.872.863,23      

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 199.250.000.000,00      

Pembentukan Dana Cadangan -                                          

Penyertaan Modal 191.250.000.000,00      

Pembayaran Hutang -                                          

Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000,00           

DPAL -                                          

Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu -                                          

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 199.250.000.000,00      

PEMBIAYAAN NETTO 155.914.872.863,23      

SILPA TAHUN BERKENAAN -                                          

U R A I A N TAHUN 2018



PROYEKSI RAPBD 2018 
Alokasi Belanja Langsung 2017  

dibandingkan proyeksi 2018 

Kemampuan keuangan untuk belanja langsung lainnya (di luar earmark)  

pada tahun 2018  turun sebesar 374.625.088.971,16 (24,92%)  

bila dibandingkan tahun 2017 

TA 2017 TA 2018

Belanja Langsung 2.779.012.765.965,93  2.299.546.673.537,67  

Alokasi Wajib 1.275.588.973.468,60  1.170.747.970.011,50  

- Pajak Rokok 30.282.484.350,00        31.402.200.879,00        

- DBH CHT 5.982.009.600,00           3.923.474.100,00          

- DANA KEISTIMEWAAN 747.000.000.000,00      800.000.000.000,00      

- PKB 62.699.000.000,00        96.201.278.514,00        

- PBBKB 38.600.000.000,00        27.300.000.000,00        

- PAP 2.850.000.000,10           14.250.000,00                

- BLUD 96.080.566.518,50        96.080.566.518,50        

- WISMP 6.312.097.000,00           -                                          

- DID 53.998.349.000,00        -                                          

- DAK 115.958.267.000,00      -                                          

- BOS SMA/SMK 115.826.200.000,00      115.826.200.000,00      

Alokasi Lainnya 1.503.423.792.497,33  1.128.798.703.526,17  



Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018  

dengan APBD 2016 dan 2017  

Pendapatan 

1 2 3 4 5=(4-3) 6 7=(6-4)

1. PENDAPATAN 3.905.666.302.867,80 4.988.379.317.714,63 1.082.713.014.846,83 4.805.557.720.391,33 (182.821.597.323,30)

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.643.358.958.571,80 1.657.147.882.128,63 13.788.923.556,83 1.680.234.724.613,93 23.086.842.485,30

1.1.1. PAJAK DAERAH 1.424.186.479.922,00 1.437.942.970.424,00 13.756.490.502,00 1.503.975.049.534,30 66.032.079.110,30

1.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 37.637.651.033,00 38.797.469.715,00 1.159.818.682,00 35.567.049.740,00 (3.230.419.975,00)

1.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 

DIPISAHKAN

57.368.821.720,85 59.711.579.867,44 2.342.758.146,59 75.639.486.244,44 15.927.906.377,00

1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 124.166.005.895,95 120.695.862.122,19 (3.470.143.773,76) 65.053.139.095,19 (55.642.723.027,00)

1.2. DANA PERIMBANGAN 1.732.575.255.000,00 2.461.741.043.739,00 729.165.788.739,00 2.274.397.213.000,00 (187.343.830.739,00)

1.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK 123.533.815.000,00 132.300.017.047,00 8.766.202.047,00 129.055.112.000,00 (3.244.905.047,00)

1.2.2. DANA ALOKASI UMUM 940.835.434.000,00 1.380.356.647.692,00 439.521.213.692,00 1.312.215.989.000,00 (68.140.658.692,00)

1.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 668.206.006.000,00 949.084.379.000,00 280.878.373.000,00 833.126.112.000,00 (115.958.267.000,00)

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 529.732.089.296,00 869.490.391.847,00 339.758.302.551,00 850.925.782.777,40 (18.564.609.069,60)

1.3.1. PENDAPATAN HIBAH 10.934.617.600,00 14.827.192.847,00 3.892.575.247,00 14.827.192.847,00 0,00

1.3.2. DANA DARURAT 0,00 0,00 0,00

1.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN 

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

0,00 0,00 0,00

1.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 518.205.064.166,00 853.998.349.000,00 335.793.284.834,00 800.000.000.000,00 (53.998.349.000,00)

1.3.5. BANTUAN KEUANGAN  DARI PROVINSI ATAU 

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

592.407.530,00 664.850.000,00 72.442.470,00 36.098.589.930,40 35.433.739.930,40

JUMLAH PENDAPATAN 3.905.666.302.867,80 4.988.379.317.714,63 1.082.713.014.846,83 4.805.557.720.391,33 (182.821.597.323,30)

Proyeksi RAPBD

Tahun 2018

Tambah

/ (Kurang)

Tambah

/ (Kurang)

Nomor

Urut
Uraian

APBD

Tahun 2016

APBD

Tahun 2017



Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018  

dengan APBD 2016 dan 2017  

Pendapatan (Persen) 

1. PENDAPATAN 27,72% -3,66%

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,84% 1,39%

1.2. DANA PERIMBANGAN 42,09% -7,61%

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 64,14% -2,14%

Nomor
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Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018  

dengan APBD 2016 dan 2017 

Belanja 

1 2 3 4 5=(4-3) 6 7=(6-4)

2. BELANJA 4.039.848.730.885,60 5.200.386.011.001,43 1.160.537.280.115,83 4.961.472.593.254,56 (238.913.417.746,87)

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.077.792.555.106,60 2.779.012.765.965,93 701.220.210.859,33 2.661.925.919.716,89 (117.086.846.249,04)

2.1.1. BELANJA PEGAWAI 586.441.600.516,37 1.316.547.064.995,93 730.105.464.479,56 1.449.101.300.010,00 132.554.235.014,07

2.1.2. BELANJA BUNGA 0,00 0,00 10.079.680.787,00 10.079.680.787,00

2.1.3. BELANJA SUBSIDI 0,00 0,00 77.000.000.000,00 77.000.000.000,00

2.1.4. BELANJA HIBAH 739.110.270.983,00 719.522.034.000,00 (19.588.236.983,00) 487.880.200.000,00 (231.641.834.000,00)

2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.683.000.000,00 2.091.000.000,00 (592.000.000,00) 1.000.000.000,00 (1.091.000.000,00)

2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN 

PEMDES

611.852.157.746,18 601.307.079.296,80 (10.545.078.449,38) 621.864.738.919,89 20.557.659.623,09

2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROVINSI/ 

KAB/KOTA DAN PEMDES

87.863.277.816,00 114.625.862.931,00 26.762.585.115,00 0,00 (114.625.862.931,00)

2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 49.842.248.045,05 24.919.724.742,20 (24.922.523.302,85) 15.000.000.000,00 (9.919.724.742,20)

2.2. BELANJA LANGSUNG 1.962.056.175.779,00 2.421.373.245.035,50 459.317.069.256,50 2.299.546.673.537,67 (121.826.571.497,83)

2.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.668.401.677,00 185.780.385.232,00 41.111.983.555,00

2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 954.771.140.045,00 1.195.029.682.728,00 240.258.542.683,00

2.2.3. BELANJA MODAL 862.616.634.057,00 1.040.563.177.075,50 177.946.543.018,50

JUMLAH BELANJA 4.039.848.730.885,60 5.200.386.011.001,43 1.160.537.280.115,83 4.961.472.593.254,56 (238.913.417.746,87)

SURPLUS/(DEFISIT) (134.182.428.017,80) (212.006.693.286,80) (77.824.265.269,00) (155.914.872.863,23) 56.091.820.423,57

Proyeksi RAPBD

Tahun 2018

Tambah
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Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018  

dengan APBD 2016 dan 2017 

Belanja (Persen) 

2. BELANJA 28,73% -4,59%

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 33,75% -4,21%

2.2. BELANJA LANGSUNG 23,41% -5,03%

Nomor

Urut
Uraian

APBD 

2016 - 2017

APBD 

2017 - 2018

28,73%

-4,59%

33,75%

-4,21%

23,41%

-5,03%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

APBD
2016 - 2017

APBD
2017 - 2018

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG



Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018  

dengan APBD 2016 dan 2017 

Pembiayaan 

1 2 3 4 5=(4-3) 6 7=(6-4)

3. PEMBIAYAAN 134.182.428.017,80 212.006.693.286,80 77.824.265.269,00 155.914.872.863,23 (56.091.820.423,57)

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 364.682.428.017,80 216.006.693.286,80 (148.675.734.731,00) 355.164.872.863,23 139.158.179.576,43

3.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 

SEBELUMNYA

364.682.428.017,80 216.006.693.286,80 (148.675.734.731,00) 85.164.872.863,23 (130.841.820.423,57)

3.1.2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG 

DIPISAHKAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00

3.1.5. PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. PENERIMAAN PIUTANG DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7. PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8. PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 364.682.428.017,80 216.006.693.286,80 (148.675.734.731,00) 355.164.872.863,23 139.158.179.576,43

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 230.500.000.000,00 4.000.000.000,00 (226.500.000.000,00) 199.250.000.000,00 195.250.000.000,00

3.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) PEMERINTAH 

DAERAH

230.500.000.000,00 4.000.000.000,00 (226.500.000.000,00) 191.250.000.000,00 187.250.000.000,00

3.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4. PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

3.2.5. PENYELESAIAN KEGIATAN D P A - L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. PEMBAYARAN KEWAJIBAN TAHUN LALU YANG BELUM 

TERSELESAIKAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 230.500.000.000,00 4.000.000.000,00 (226.500.000.000,00) 199.250.000.000,00 195.250.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 134.182.428.017,80 212.006.693.286,80 77.824.265.269,00 155.914.872.863,23 (56.091.820.423,57)

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN (SILPA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tambah

/ (Kurang)
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Urut
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Tahun 2016
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Tahun 2017

Tambah
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Proyeksi RAPBD

Tahun 2018



Perbandingan Proyeksi RAPBD 2018  

dengan APBD 2016 dan 2017 

Pembiayaan (Persen) 

3. PEMBIAYAAN 58,00% -26,46%

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH -40,77% 64,42%

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH -98,26% 4881,25%
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TERIMA  KASIH 


